BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pelaksaan Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap
Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan
Kabupaten ~Mukomuko, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Kehutanan (Polhut)
telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan. Pengawasan
dilakukan melalui kegiatan patroli rutin, patroli insidental,
serta penindakan terhadap pelaku pembalakan liar.
Namun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut
belum berjalan secara optimal karena masih terdapat
berbagai kendala, baik dari aspek internal maupun
eksternal. Kendala internal yang dihadapi meliputi

keterbatasan jumlah personel Polhut yang tidak sebanding
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dengan luas wilayah hutan yang harus diawasi, serta
minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti
kendaraan operasional dan alat komunikasi. Selain itu,
pengawasan yang dilakukan masih bersifat konvensional
dan belum didukung oleh pemanfaatan teknologi yang
memadai. Sementara itu, kendala eksternal meliputi
lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pengawasan hutan, serta faktor
ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan
pembalakan  liar.  Dengan  demikian,  meskipun
pengawasan telah dilaksanakan, efektivitasnya dalam
mencegah pembalakan liar masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kajian figh siyasah, pengawasan Polisi
Kehutanan dalam mencegah pembalakan liar pada
dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat
Islam, khususnya dalam kerangka siyasah syar’iyyah
yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah
kerusakan (jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid).

Pembalakan liar merupakan perbuatan yang bertentangan
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dengan ajaran Islam karena termasuk dalam kategori
perusakan lingkungan (fasad fil ardh), sebagaimana
ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun demikian,
implementasi pengawasan dalam perspektif figh siyasah
belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih
lemahnya penerapan prinsip pencegahan (preventif),
belum maksimalnya partisipasi masyarakat —dalam
pengawasan (syura), serta masih adanya indikasi
lemahnya penegakan prinsip keadilan (al-adl). Oleh
karena itu, diperlukan upaya perbaikan agar pengawasan
hutan tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga
efektif dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan
kelestarian lingkungan hidup.
B. Saran
1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan

kapasitas pengawasan  Polisi  Kehutanan  melalui

penambahan jumlah personel, peningkatan anggaran
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operasional, serta penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai. Selain itu, perlu dilakukan penguatan
koordinasi antar instansi, seperti kepolisian dan aparat
penegak hukum lainnya, agar penegakan hukum terhadap
pembalakan liar dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah
juga disarankan untuk mulai memanfaatkan teknologi
dalam pengawasan hutan, seperti penggunaan drone atau
sistem pemantauan berbasis satelit.

Bagi Polisi Kehutanan (Polhut)

Polisi Kehutanan diharapkan dapat meningkatkan
intensitas  patroli ~ serta  mengembangkan  sistem
pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis deteksi dini.
Selain itu, Polhut juga perlu meningkatkan pendekatan
preventif - melalui sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian
hutan. Integritas dan profesionalitas dalam menjalankan
tugas juga harus terus dijaga agar pengawasan dapat

berjalan secara optimal dan terpercaya.
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3. Bagi Masyarakat

Masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan
dapat berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi
kelestarian hutan. Partisipasi masyarakat sangat penting
dalam mencegah pembalakan liar, mengingat masyarakat
merupakan pihak yang paling dekat dengan kawasan
hutan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran hukum dan tidak terlibat dalam
aktivitas pembalakan liar yang dapat merugikan

lingkungan dan kehidupan bersama.
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